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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMORD3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
o3 (51 (o



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 14 Nomor 2093);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pembentukan Lembaga Kemasvarakatan di
Desa dan Kelurahan [Lembaran Daecrah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.
4.

Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;

Bupati adalah Bupati Muara Enim;

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan,;

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten
Muara Enim;

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau vang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan urusan pemerintehan  dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

15,

19,

20.

21.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa vang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  vang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa;

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa wang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Kelompok transfer adalah dana yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Megara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau
scbutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
FTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa;

Kepala Seksi adalah unsur dari Pelaksana Telmis Kegiatan sesuai dengan
bidangnya;

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
admimistrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;



22, Penerimaan Desa adalah Uang yvang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;

23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa;

24 Burplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa;

25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan
belanja desa;

26, Sisa Lebih Perhitungan Angparan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi pencrimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran;

27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa;

28. Dana Cadangan adalah Dana yang belum dapat dicairkan kepada Pihak yang
berhak sampai dengan akhir tahun anggaran karena kelengkapan
administrasinya belum dipenuhi.

BAB 11
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2] Pengelolaan keuangan desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan.



(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a.

b.
c.
d

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
menetapkan PTPED;
menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan

. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

{3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

{4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD.

Pasal 4

{1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3] berasal darni unsur
Perangkat Desa, terdiri dari :
a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Scksi;
c. Bendahara.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
Pasal 5
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
{2) Sekretaris Desa seclaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;

menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.



Pasal &

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak

sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

{2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;

melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;

mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegmatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ dijabat oleh

staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,
menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
Bagian Kesatu
APBDesa

Pasal 8

(1) APBDesa, terdiri atas:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan

c. pembiayaan Desa,



(2) Pendapatan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh

desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas
kelompok:
a. pendapatan asli desa (PADesa);
b. transfer; dan
c. pendapatan lain-lain.
(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a, terdiri atas
jenis;
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli desa.
{4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain
hasil dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan tanah kas desa.

{5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan
perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

{6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran
serta masyarakat berupa tenaga, barang yvang dinilai dengan uang.



(7

(1)

(2)

(3

(4)

(1)

(2)

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2] huruf b,
terdiri atas jenis:

a. dana desa;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

alokasi dana desa (ADD);

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

L S -

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh
perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
ayat (2) huruf ¢, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga vang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari
pihak ke tiga.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak
ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga
Belanja Desa



(1)

(2)

(1)

(2)

(3]

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi
semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam
1 [satu) tahun anggaran yvang tidak akan dipercleh pembayarannya kembali

oleh desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b, terdiri atas kelompok :

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan pembangunan desa;

c. pembinaan kemasyarakatan desa;

d. pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. belanja tak terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan
sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. pegawai;

b. barang dan Jasa; dan

c. modal.

Pasal 14

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a,
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat
dibayarkan perbulan atau pertriwulan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
. benda pos;
bahan / material;
. pemeliharaan;
cetak/ penggandaan;
sewa kantor desa;
. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
. makanan dan minuman rapat;
pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;

oo
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. upah kerja;

I honorarium narasumber/ahli;

. honorarium Operator SISKEUDES Desa

' honorarium Operator Profil Desa
honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa
operasional Pemerintah Desa;

operasional Penegasan Batas Wilayah; .
operasional BPD;

. operasional LPM (Gotong Royong);
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operasional Kerapatan Adat Desa;
_ insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga;
v. operasional Penegasan Batas Wilayah;
w. operasional Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS;

c

x. operasional Warung Teknologi Tepat Guna;

y. sertifikasi Tanah Desa; dan

z. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf u adalah bantuan Uang untuk operasional lembaga RT/RW
dalam rangka membantu pelaksanaan ftugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan

masyarakat desa.




4)

(3]

(1)

(2

(3)

(4)

(1)

(2

(3)

(4)

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf z dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.

Belanja Barang dan Jasa yang belum tercantum pada ayat (2) dapat
ditambahkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 16

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. pengadaan tanah desa;

=2

. computer;
meja dan kursi;
. tenda;
mesin-mesin;
perbaikan saluran irigasi;
pengaspalan jalan desa;
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. kegiatan revitalisasi pasar desa; dan

i. perbaikan sarana prasarana desa lainnya.

Belanja Modal yang belum tercantum pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam
Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 17

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah
Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keadaan yvang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena wabah.



(5) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah peninjauan
kelapangan.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
8. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a,
mencakup:
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa
dana kegiatan lanjutan.

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening
dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.



(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan,

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b, terdin dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(4] Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan,;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5] Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

2)

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Kepala Desa.

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BFD untuk dibahas dan
disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa vang telah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.

Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas wakiu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan wvang lebih  tinggi, HKepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Pasal 22

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Désa dengan Keputusan Bupati.

Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.



(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Camat.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Rekening Kas Desa yang terdaftar pada Bank Sumsel Babel merupakan
Rekening Kas Desa utama.



(3) Desa dapat memiliki Rekening Kas Desa Pembantu pada Bank lain untuk
kelancaran dan keamanan pencairan keuangan desa.

(4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa,

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa maksimal Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
desa.

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk
belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

{3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1} Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi
oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

(3] Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan didesa.



Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran [SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
a. surat permintaan pembayaran (SPP);

b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. lampiran bukti transalksi.

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana
kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menclak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan
bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran,

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jemis
belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya haris digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan; dan/fatau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggararn.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDesa,

Pasal 34

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta
hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan
setelah  ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,
perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

(2} Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada BPD.

g. Surat Pengantar Camat Ke Bank Sumsel sapel.



Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pasal 35

(1) Penyaluran Dana Desa Tahap | (Satu) sebesar 60% (enam puluh per setatus)

2

dilakukan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan :

a. Peraturan Desa mengenai APBDes beserta lampirannya;

b. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegi (TPK);

c. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHF);

d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD);

e. Surat Pengantar Camat kepada Bank Sumsel Babel.

Penyaluran Dana Desa Tahap ke Il (Dua) sebesar 40% (empat puluh per

seratus) dilakukan setelah Kepala Desa yampaikan persy

a.Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap | (Satu) kepada Bupati
melalui Camat;

b.Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan dari Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa dilampiri foto kegiatan Tahap I;

c. Surat Pengantar Camat kepada Bank Sumsel Babel.

Pasal 36

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 4 (empat) triwulan setelah Kepala
Desa menyampaikan:

a.
b.

C.

Peraturan Desa mengenai APBDes beserta lampirannya;

Keputusan Kepala Desa P 1jjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP);

. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

(PTPKD);

. Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebelumnya dilampiri

Pertanggung Jawaban beserta Foto kegiatan;

. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa;

. Surat Pengantar Camat ke Bank Sumsel Babel.



Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 37

{1} Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3] Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pasal 38

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2), menggunalkan:

a. buku kas umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. buku Bank.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 39

(1) Kepada Desa menyvampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada
Bupati berupa:
a. Laporan semester pertama; dan
b. Laporan semester akhir tahun.

(2] Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan,



(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 40

(1} Kepala desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi
APBDesa semester pertama dan semester akhir,

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester pertama dan semester
akhir tahun Anggaran;

(3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

(4] Dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang
asli beserta lampiran berupa bukti-bukti pengeluaran yang sah harus
disimpan di desa.

(5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(6) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

¢. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke desa;

Pasal 41

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,



Pasal 42

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan 40 diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat.

2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 43

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat
1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan,

Pasal 44

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan
Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester
pertama dan semester akhir tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku
Bank Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 27 ayat (1) dan ayat (3) dan
Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 39 dan 40 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

{1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten
kepada Desa dilakukan oleh Provinsi.



(2} Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Desa melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
Pemerintahan Desa,

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim.
Diteta di Muara E!m'm
Vet hman 2016

/}"BUPﬁ MUARA ENIM
Jél MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal |4 Famsan’ 2016
SEKRETARIS DAERAH,

o

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR ¢ 3



FORMAT A

LAMBANG
PEMDES

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR TAHUN 2016

TANGEAL : 2016

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

PEMERINTAH DESA ....coveciiinnnn
KECAMATAN ...coocviivrnininnnrnnnns
KABUPATEN .......ccccocvnneee

Menimbang

Mengingat

NOMOR ...ccooivnen TAHUN..........
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .....coovvnmnennns

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ....... Peraturan Bupati

Kabupaten Muara Enim Nomor ........Tahun ... tentang
................... , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan scbhagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa .....cccuenn tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa ...
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran ........

Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54935);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor S57Y, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ......ccce.... Tahun
........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .......ccoeee Tahun
tentang ............. [Lembaran daerah Kabupaten

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PEEMUSYAWARATAN DESA ........cccccc.ee..

Menetapkan

MEMUTUSEKEAN

RANCANGAN PERATURAN DESA .......cccoeees TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp..........cccvimminncin.

b. Bidang Pembangunan - » TR r R )

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |- s SRR S L S

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat R i s

e. Bidang Tak Terduga o o R e
Jumlah Belanja R i s ke

Surplus/ Defisit Rp......

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan | 3+ RN

b. Pengeluaran Pembiayaan R it
Selisih Pembiayaan (a-b ) RN 55 4 ns e e A

LOENMIDMITMIN DEDA

LAN BERITA DESA ..o KECAMATAN ...nviinen

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ............. NOMOR ......... SERI .....



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini,

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetaplan di .......cooceeivnnies
Pada tanggal ..................
KEPALA DESA .......cccceriene
Diundangkan di .......c.couennn
Pada tanggal .......ccccommennnanna
SEKRETARIS DESA ......cocunisnnnn
NI e s e e
LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA ... KECAMATAN ........ccocee

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ............. NOMOR ......... SERI .....



FORMAT B

BUEU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DEBK. ... ccivinicanaen KECAMATAN.......ccccceinararannn
TAHUN ANGGOARAN......oorrssmrmrsesiannmrsmsnnsssssasssnsss
1. Bidang
2. Kegiatan
Penerimaan [Rp.) Pengeluaran{Rp.) Jumlah Saldo Kas
No. | Tanggal Uradan Dari Swadaya Nomor Bukti Belanja Barang Belanja Pengembalian ke {Rp.)
Bendahara Masvaralkat dan Jasa Modal | Bendahara 3
1 2 3 4 5 [ 7 8 | g 10
Pindahan  Jumlah  dari
halaman sebelumnva
I | Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
[ Total Pengeluaran + Saldo Kas
B T P , Tanggal............. 20
Pelaksana Kegiatan
Cara pergisian:
1. Bidang diist berdasarkan kiosifikast kelompok.
2. Kegiatan disi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APEDesa.
3.  Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4.  Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi,
5. Kolom 3 ditsi dengan uraian transakst,
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima berdahare,
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diternima dan masyarakat.
8. Kolom & diisi dengan nomor bukti transaksi,
49, Kolom 7 diigi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolam 8 dizi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kelom 9 diisi dengan fumlah rupich yang dikembalikon kepada bendahara.
12,

Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

%3[1!? TI MUARA ENI

we

{.;:.

V

MUZAKIR SA[ SOHAR




MNomor
Tanggal :

Tahun 2016
2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..

KODE
REKENING

KETERANGAN

PENDAPATAN

PFendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

BUMDes

Lelang Lebak Lebung

=1 Y Y (Y Y

I

e B el

Hasil Tanah Kas Desa

B2

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

(%]

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yvang sah

Bunga Bank

Pendapatan Transfer

]

Dana Desa

==

b2

&)

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

(= I )

b3 B3| B3] B2

| ] | 2

Bantuan Kabupaten / Kota

La

Pendapatan Lain {ain

4]

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
yang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penphasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa




- Honor Operator SIMDA Desa
. Honor Operator Profil Desa ADD
_Honor Tim Pengelola Keuangan Desa ADD
. Sertifikasi Tanah Desa ADD
_ Operasional LPM (Gotong Royong) ADD
- Operasional KT ADD
- Operasional Penegasan Batas Wilayah ADD
- Alat Tulis Kantor ADD
B ~Benda POS ADD
- Pakaian Dinas dan Atribut ADD
- Alat dan Bahan Kebersihan ADD
- Perjalanan Dinas ADD
- Pemelinaraan ADD
T Air, Listrik, Internet dan Telepon ADD
- Koran Masulk Desa ADD
T I ADD
—
211 3 | Belanja Modal ADD
~Pengadaan Tanah Desa ADD
- Komputer ADD
- Meja dan Kursi ADD
- Mesin TIK ADD
R T T ADD
2 |1 Operasional BFD ADD
211 3 | Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Penggandaan ADD
- Konsumsi Rapat ADD
L e BBE L aiiciaast e ADD
211 Operasional RT/ RW ADD
211 7 | Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Penggandaan ADD
- Konsumsi Rapat ADD
o B e rnnnrnssannrsseanmnseeanns ADD
212 Bidang Pelaksanaan Pembangunarn DD/ADD/
Desa SUMBER LAIN
3 132 Perbaikan Saluran Irigasi
2 |2 2 [ Belanja Barang dan jasa DD/ADD/
| SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
= dBt..canrarssaannseas

-




2 Belanja Modal DD/ADD/
SUMBER LAIN
- Semen
- Material
S | .
2 Pengaspalan jalan desa
2 Belanja Barang dan Jasa : DD/ADD/
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
s L O T —
2 Belanja Modal: DD/ADD/
SUMBER LAIN
- Aspal
- Pasir
=B <o
| = Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa DoJADD S
SUMBER LAIN
2 Belanja Barang dan Jasa : DDJADD S
SUMBER LAIN
~Upah Kerja
- Honor
Ci [ ARURORU SRR
2 Belanja Modal: DD/ADDY
SUMEER LAIN
- Pasir
- Semen
S 4 R —
ot oo i DD/ADD/
SUMBER LAIN
2 Birdang Pembinaan Kemasyarakatan ADD
2 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ADD
Ketertiban
2 Belanja Barang dan Jasa: ADD
= Honor Linmas ADD
B - Honor Imam dan mudin ADD
- Honor Ustad dan Ustadzah ADD
- Honor Petugas Keagamaan ADD
- Honor Pelatih ADD
- Operasional Karang Taruna ADD
- Operasional Kerapatan Adat Desa ADD
- Konsumsi ADD
- Bahan Pelatihan ADD
T ADD




- Konsumsi

213 Kegiatamn .......cocevivnnnes ADD
203 Belanja Barang dan Jasa
2104 Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD/ADD/
SUMBER LAIN
2|4 Kegiatan Pelatthan Kepala Desa dan ADD
Perangkat
214 Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor pelatih ADD
- Konsumsi ADD
- Bahan pelatihan ADD
o - SR ADD
214 Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan ADD
Keluarga
2|4 Pelatihan Pokja - Pokja PKK Desa ADD
Pelatihan Pendahuluan Kesadaran Bela ADD
Negara (FEBN)
Pelatihan Tutor PAUD ADD
Pelatihan Halaman Asri Tertata Indah dan ADD
Nvaman (Hatinya) PEK
Pelatihan Kader Posvandu ADD
Peningkatan Usaha Ekenomi Produlctif DD/ADD
.
2|4 Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Honor ADD
- Konsumsi ADD
- Operasional  Pemeliharaan Sarana ADD
PAMSIMAS
- Operasional Warung Teknologi Tepat ADD
Guna
I AP TP Ut ADD
214 Belanja Modal ADD
- Timbangan Bayi ADD
- Timbangan Balita ADD
- Alat simulasi PKBN ADD
- Papan Data Sekretariat ADD
o S ADD
(2 | 5 | Bidang Tak Terduga ADD
215 Kegiatan Kejadian Luar Biasa ADD
2|5 Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor tim ADD
ADD




e

| E TR At
2|5 Kegiatan.......................... DD/ADD/
SUMBER LAIN
JUMLAH BELANJA DD/ADD/
SUMBER LAIN
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN DD/ADD/
SUMBER LAIN
=1 Penenimaan Pembiayaan
3|1 SILPA
31 Pencairan Dana Cadangan
3|1 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RF |
3|2 Pengeluoran  Pembiayaan DD/ ADD
SUMBER LAIN
3|2 Pembentukan Dana Cadangan ADD
3|2 Penyvertaan Modal Desa DD/ ADD
3|2 Penyertaan Modal BUMDes DD/ADD
JUMLAH | RP)

KEPALA DESA




FORMAT C

l. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
{Semester Pertama)
LAPORAN REALISAS]I PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............
KODE JUMLAH JUMLAH KURANG/
REKENING URALAN ANGGARAN REALISASI LEBIH KETERANGAN
(RP} {RP) (RPy
I 2 3 4
1 PENDAFPATAN
1|1 Pendapatan Asli Desa
1 |11 Hasil Usaha
1 (1]1] 1] BUMDes
1 [1]1]2 Lebak Le
1 | 1] 1] 3| Hasll Tanah Kas Desa
112 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
{3 Lain-lain Pendapatan Asli Diesa yang sah
1 [1]3] 1] Bunga Bank
1 |2 FPendapatan Transfer
1 |2/1 Darna Desa
I 122 Bagian dari hasil pajak &retribus daerah
kabupaten / koia
1 [2]3 Alokasi Dana Desa ADD
1 1214 Bantuan Keuangan
1 [2|4] 1] Bantuan Provinsi
1 | 2] 4] 2| Bantuan Kabupaten / Kota
1 |3 Pendapatan Lain lain
1 |3]1 Hiliah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat
1 [alz2 Lain-lain Pendapatun Desa yang sah
JUMLAH PENDAFATAN
2 BELANJA
2 |1 Hudang Penyelenggaraan Pemeriniahan Desa ADD
T 1)1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan ADD
2 | 1] 1] 1] Belanja Pegawai: ADD
- Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan ADD
Peranghat
- Tunjangan Kepala Desa dan Peranghat ADD
- Tunjangan BPD ADD
211|2 Operasional Perkantoran ADD
2 | 1] 2] 2| Belanja Barang dan Jasa ADD
- Honer Operator SIMDA Desa ADD
« Honor Operator Profil Desa ADD
- Honor Tim Pengelola Keuangan Desi ADD
- Bertifikasi Tanah Desa ADD
- Dperasional LPM [Gowong Royong) ADD
- Dperasional BT ADD
- Operasional Penegasan Batas Wilayah ADD
- Alat Tulis Kantor ADD
- Benda POS AL
- Pakaian Dinas dan Atribut ADD
- Alat dan Bahan Kebersihan ADD
- Perjalanan Dinas ADD
= Pemeliharaan ADD
- Air, Listrik, [nternet dan Telepon ADD
ADD

| | |- Koran Masulk Desa |




= P e ADD
2 Belanja Modal ADD
- Penpgadasn Tanah Desa ADD
= Komputer ADD
- Meja dan Kursi ADD
- Mesin TIK ADD
< O ADD
2 Operasional BPD ADD
2 Belanja Barang dan Jasa ADD
= ATK ADD
- Penggandaan ADD
- Konsumsi Rapat ADD
2 Operasional BT/ BW ADD
2 Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Penggandaan ADD
- K | Rapat ADD
ol | - R R e ADD
2 Bidang Felaksanaan Permbangunan Desa DD/ADDY
SUMBER LAIN
2 Perbaikan Saluran Ingasi
= Belanja Barang dan jasa DD/ADD}
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
= B i rierpesnnine
2 Belanfa Modal DD/ADDY
SUMBER LAIN
= Bemen
- Material
il + || OO
2 Pengaspalan jalan desa
2 Belanjn Barang dan Jasa DDfADD/
SUMBER LAIN
= Upah Kerja
- Honor
2 Belanja Modal: on/ADD/
SUMBER LAIN
- EE
- Mr
= Ut et
1
2 Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa | DO/ADD/
SUMBER LAIN
2 Belanja Barang dan Jasa ; Do/ ADD/
SUMBER LAIN
- Upah Kerg
- Honor
2 Belanja Modal: DDyADD ]
SUMBER LAIN
- Pagir
- Semen
= 8L aissssi,
] Kegiatan ......... it DD/ ADDY
SUMBER LAIN
2 Bidang Pembinaan Kemasyarakaton ADD
2 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ADD
Ketertiban
2 Belanja Barang dan Jasa: ADD
= Honor Linmas ADD
= Honor Imam dan mudin ADD
ADD

- Honor Ustad dan Ustadzah




= Honor Petugas Keagamaan

ADD

= Honor Pelatih ADD
- Operasional Karang Tamna ADD
+ Operasional Kernpatan Adat Desa ADD
= Konsumsi ADD
- Bahan Pelatihan ADD
= s s mananin ADD
213 L e ADD
2 |3 Belanja Barang dan Jasa
204 Hidang Pemberdapaan Masyarakat DD/ADDS
SUMBER LAIN
2[4 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranghat ADD
2[4 Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor pelatibh ADD
- Konsumsi ADD
- Bahan pelatihan ADD
- T T ADD
2 |4 Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan ADD
Keluarga
214 Pelatihan Pokja — Pokja PKK Desa ADD
Pelatihan Pendahuluan Kesadaran Bela Negara
(PKBN) A
Pelatihan Tutor PAUD ADD
Pelatihan Halaman Asri Tertata Indah dan ADD
Myaman [Hatinya) PKK
Pelatihan Kader Posyanda ADD
Peningkatan Usaha Ekenomi Produltif DD /ADD
UL i i ey i i
2 |4 Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Honor ADD
- Konsumsi ADD
- Dperasional Pemeliharaan Sarana ADD
PAMSIMAS
- Operasional Warung Teknologi Tepat Guna ADD
sl s e i ADD
4 Belanja Modal ADD
- Timbangan Bayi ADD
- Timbangan Balita ADD
- Alat simulasi PKEN ADD
- Papan Data Schretarit ADD
R i ADD
215 Bidang Tak Terduga ADD
2|5 Kegiantan Kejadian Luar Biasa ADD
215 Belanja Barang dan .Jasa: ADD
- Honaor tm ADD
= Konsumsai ADD
- Obat-obatan
- b TR ADD
215 Kegiatan. ..o msmmsnnnnn Do/ ADDS
SUMBER LAIN
JUMLAH BELANJA DD/ADDY
SUMBER LAIN
SURPLUS ¢ DEFISIT
3 PEMBIAYAAN DD/apDy

SUMBER LAIN




2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

[Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

- _Air, Listrik, [nternet dan Telepon

KODE JUMLAH JUMLAH KURANG
REKENING URALAN ANGGARAN REALISASI LEBIH KETERANGAN
(RP) (RF) (RF)
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1 |1 Pendopatan Asli Desa
1 1)1 Hasil Usaha
1 J1[{1] 1] BUMDes
1 | 1{1] 2] Lelang Lebak Lebung
1 [ 1| 1] 3] Hasil Tanah Kas Desa
11][2 Swadaya, Parbismpas: dan Gotong Royong
EE Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sih
1 [ 1] 3] I| Bunga Bank
1 T2 Pendapatan Transfer
1 121 Dana Desa
1 |22 Bagian dari hasil pajak Sretribusi daerah
kabupaten/ kota
1 [2]3 Alokasi Dana Desa ADD
1 |2]4 Bantuan Keuangan
1 | 2] 4| 1| Banman Provinsi
|1 | 2| 4| 2| Bantuan Kabupaten / Kota
1 (3 Perndapsatan Lain Llain
1 ]3]1 Hibah dan Sumbangan dan pihak ke-3 yang
tidak mengikat
1 13|22 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
% BELANJA
211 Fidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ADD
= 111 Penghasilan Tetap dan Tunjangan ADD
1] 1] 1| Belanja Pegawai: ADD
- Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan ADD
Peranghat
- Tunjangan Kepala Desa dan Peranghkat ADD
- ‘Tunjangan BPD ADD
2112 Operasional Perkantoran ADD
2 [ 1] 2] 2| Belanja Barang dan Jasa ADD
- Honor Operator SIMDA Desa ADD
- Honaor Operator Profil Desa ADD
- Honor Tim Pengelola Kevangan Desa ADD
- SBertifikasi Tanah Desa ADD
« Dperasional LPM (Gotong Royong) ADD
- Operasional RT ADD
- Operagional Penegasan Batas Wilayah AL
= Alat Tulis Kantor ADD
- Benda POS ADD
- Pakaian Dinas dan Atribut ADD
- Alat dan Bahan Kebersihan ADD
= Perjalanan Dinas ADD
- Pemeliharaan ADD
ALY




- Koran Masuk Desa ADD
e ADD
2 Belanja Modal ADD
- Pengadaan Tanah Desa ADD
~ Kompuler ADD
- Meja dan Kursi ADD
- Mesin TIK ADD
I ADD
2 Operasional BPD ADD
2 Belanja Barang dan Jasa ADD
TATK ADD
- Konsumsi Rapat ADD
- dat ..... R ADD
2 Operasional RT/ RW ADD
2 Belanjn Barang dan Jazga ADD
- ATK ADD
- Penggandaan ADD
- Konsumsi Rapat ADD
R [ R ADD
2 Ridang Pelaksanaan Pembangunan Desa DD/ADDY
SUMBER LAIN
=, Perbaikan Saluran Irigasi
Belanja Barang dan jasa oo/ADDY
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
L | PPRTRRP
3 Belanja Modal DD/ADD/
SUMBER LAIN
= Bemen
- Material
L |
b
F Pengaspalan jalan desa
3 Belanja Barang dan Jasa : DD/ADDY
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
2 Belanja Modal: DDJ/ADD/
SUMBER LAIN
' - Aspal
= Pasir
2 Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa DD/ADDS
SUMBER LAIN
2 Belanja Barang dan Jasa ; DD/ADDY
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Homor
2 Belanja Modal: DD/ADDY
SUMBER LAIN
- Pasir
- Semen
2 Kegiatan s Doy ADD/
SUMBER LAIN
2 Bidang Pembknacn Kemasparakatan ADD
2 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ADD
Ketertiban
F] Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor Linmas sl




- Honor Imam dan mudin

ADD

= Honor Ustad dan Ustadzah ADD
- Honor Petugas Keagamaan ADD
= Honor Pelatih ADD
- Operasional Karang Taruna ADD
- Opcrasional Kerapatan Adat Desa ADD
- Konsumsi ADD
- Bahan Pelatihan ADD
B d:t ey bEW LA AEE RN ADD
213 Kegiatar ... & ADD
FRE Belanja ang :!.m Jm
214 Bidang Pemberdayaean Masyarakat DDy ADDyS
SUMBER LAIN
2 |4 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat ADD
2|4 Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor pelatih ADD
= Konsumsi ADD
- Bahan pelatihan ADD
L [ S ADD
4 Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan ADD
Keluarga
2|4 Pelatihan Polga - Pekja PEK Desa ADD
Pelatihan Pendahuluan Kesadaran Bela Negara
ADD
[PEBN)
Pelatihan Tutor PAUD ADD
Pelatihan Halaman Asn Tertata Indah dan ADD
Myarnan (Hatinya) PEK
Pelatihan Kader Posyandu ADD
Peninghkatan Usaha Ekonomi Produlbtil DOy ADD
2[4 Belanja Barang dan .Jasa ADD
- ATK ADD
- Honor ADD
= Konaumsi ADD
- Dperasional Pemeliharaan Sarana ADD
PAMSIMAS
= Operasional Warung Teknolog Tepat Guna ADD
- S ADD
2[4 Belanja Modal ADD
- Timbangan Bayi ADD
- Timbangan Balita ADD
- Alat simulasi PKBN ADD
- Papan Data Sekretariat ADD
o < SRR i
215 Bidang Tak Terdugn ADD
215 Kegiatan Kejadian Luar Biasa ADD
2[5 Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor tim ADD
- Konsumsi ADD
: Eﬂb:x—ohatan ADD
215 T T e ey Doy ADD|
SUMBER LAIN
JUMLAH BELANJA DDJADD/

SUMBER LAIN




SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN [l TENs Tl
SUMBER LAIN
ERE Penerimaan Pembiayaan
[3 1101 SILPA
[3J1]2 Pencairan Dana Cadangan
3 (13 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH | RP)
3|2 Pengeluaran Pembilayaean DD/ADD/
SUMBER LAIN
3 121 Pembentukan Dana Cadangan ADD
4 |2 2 Penyertaan Modal Desa DD/ ADD
3 [2(2 Penyertann Modal BUMDes DDy ADD
JUMLAH | RP)

KEFALA DESA

MUARA ENIM

{ MUZAKIR SAl SOHAR

)




3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa
PEMERINTAH DESA ...oivceeiiiaeenns
LAMBANG KECAMATAN oo
PEMDES
KARIIPATEN .....ccccovniannine

RANCANGAN PERATURAN DEBA .......ccooviiiiinene

NOMOE ............ TAHUN..........

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS]I PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Memmbang

Mengingat

5 8

TAHUN ANGGARAN .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ......cccoonnieiiinn

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah
Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ... tenua_ng ...................
Kepala Desa wajib menyusun Pemturan Desa tentang Lapnran
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Desa ..........coocoeniiiinn
Tahun Anggaran;

Undang-Undang MNomor &  Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor



Menetapkan

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ............. Tahun
........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun
........ tentang ............ [Lembaran daerah Kabupaten
.................. Tahun ............ Nomor . J;

6. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PEEMUSYAWARATAN DESA ...

MEMUTUSKAN

RANCANGAN FPERATURAN DESA .....ccooee. TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA ... TAHUN
ANGGARAN  20...... MENJADI PERATURAN DESA
........................... TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DEBA ...sssmsssismnunsssinis TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa BB Lo e vy

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp........coovveeieiiiiinnacs

b. Bidang Pembangunan R e e A
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan R ransinanpmsing
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 4+ KOS
e. Bidang Tak Terduga Bl i
Jumlah Belanja Bl s saras i
Surplus/Defisit Rp...
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan (4 1 e R YRBE SES SR
b. Pengeluaran Pembiayaan BD socoeiiinsiessinen
Selisih Pembiayaan (a-b) B



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini terdiri dari :

l. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran .........;

2. Lampiran Il : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke

desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

SEKRETARIS DESA ....cccovvvannemnnnn



D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

| L R R BE LT K AMIR T RN < oo smpmsanpesitomna:
TAHUN ANGGARAN ...

1. Bidang e
2. Kegiatan : .......ccovevvviniiinnnnnn.
3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN JUMLAH SISA
ANGGARAN 5.D. YG SEKARANG SAMPAI DANA
LALU SAAT INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
.................. L
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa

Setujui untuk dibavarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara
Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
AFPBDesa.

Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 dusi dengan rincian penggunaan dana sesual rencana kegiatan.

Kolom 3 dusi dengan rincian pagu dana sesual dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diuisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampail saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

WohONO R



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

Lampiran Peraturan Desa.

PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Tahun 2016

2016

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN
=P

JUMLAH
REALISASL
(RF)

KURANG/

LEBIH

KETERANGAN

3

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

BUMDes

)

Lelang Lebak Lebung

w

Hasil Tanah Kas Desa

Swaday, Prrtisipasi dan Gotong Royong

@

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Bunga Bank

Pendapatan Transfer

)

Dana Desa

=)

13

Bagian dari hagil pajak &retribusi dasrah

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

L

e

k3|

Banman Kabupaten [/ Kota

3|

Pendapatan Lein lotn

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang

tigl
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

F ilan Tetap dan T

B3| 3| baf b2

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

(8]

Belanja Barang dan Jasa

- Honar Operator SIMDA Desa

- Honor Cperator Profil Deas

- Honor Tim Pengelola Keuangan Desa

- Sertifikasl Tanah Desa

- Operasional LPM (Gotong Royvong)

ADD

-0 i RT

ADD

- Operasional Penegasan Batas Wilayah

ADD




- Alat Tulis Kantor

= Benda POS ADD
= Pakmian Dinas dan Atribut ADD
- Alat dan Bahan Kebersihan ADD
- Perjalanan Dinas ADD
- Pemeliharaan ADD
- Air, Listrik, Internet dan Telepon ADD
= Koran Masuk Desa ADD
2] 3| Belanja Modal ADD
- Pengadaan Tanah Desa ADD
~ Homputer ADD |
- Mejn dan Kursi ADD
- Mesin TIK ADD
EF [ e e ADD el
3 Operasional BPD ADD
3| 2 Belanja Barang dan Jasa ADD |
- ATK ADD
- Penpggandaan ADD
- Honsumsi Rapat ADD
4| | Operasional RT/ R ADD
4| 2| Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Penggandaan ADD
- Konsumsi Rapat ADD
R R ADD |
Bidang Pelaksanacnn Pembangumnon Desa nojADD
SUMBER LAIN
1 Perbaikan Saluran Irigasi
1| 2| Belanja Barang dan jasa DD/ADD] |
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
1| 3| Belanja Modal DD/ ADDf
SUMBER LAIN
- Semen
- Material
= dat i
2 Pengaspalan jalan desa
2| 2| Belanjn Barang dan Jasa : DO/ADD/
SUMBER LAIN
- Upah Kerja
- Honor
- = P —
2| 3| Belanja Modal: DD/ADD; |
- SUMBER LAIN
- Pasir
O i e
3 Kegiatan Revitalisasi Pasar Desa DD/ADD; |
. SUMBER LAIN
3| 2| Belanja Barang dan Jasa : DD/ADD/

SUMBER LAIN




- Upah Kerja

- Honor
SO - || R —————
2 | 2| 3| 3| Belanja Modal: Do/ADD,/
SUMBER LAIN
- Pasir
- Semen
L | -
2 |24 [T =T DD/ADD)
SUMEBER LAIN
2|3 Bidang Peminnaan Kemasyarakalan ADD
2[31 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ADD
Ketertiban
2 | a] 1] 2| Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Honor Linmas ADD
- Henor Imam dan musdin ADD
= Honor Ustad dan Ustadzah ADD
- Honor Petugas Keagamaan ADD
' - Honor Pelatih ADD
- Dperasional Karang Tarina ADD
- Operasicnal Kerapatan Adat Desa ADD
- Konsum:s ADD
- Bahan Pelatihan ADD
Lo+ | ADD
2132 Ke@iatan «.covrererirereaas ADD
2 13| 2] 2] Belanja Barang dan Jasa
2 |4 Hidang Pemberdayoan Masyarakat D0y ADD/
i T SUMBER LAIN
2 | 4]1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranghat ADD
2 [ 4] 1] 2| Belanja Barang dan Jasa: ADD
- Hanor pelatin ADD
- Konsumsi ADD |
- Bahan pelatihan ADD
2 |42 Hegiatan Pemberdayaan Kessjahteraan ADD
Keluarga
2 lal2| 1} Pelatihan Pokja — Polga PEK Desa ADD
Pelatihan Pendahuloan Kesadaran Bela Negam
M| ADD
Pelatihan Tutor PAUD ADD
Pelatthan Halaman Asri Tertata Indah dan ADD
Nyaman (Hatinya) PKK
Pelatihan Kader Posyandu ADD
Peningkatan Usaha Ekonomi Produlil DD/ ADD
2 [ 4] 2] 2| Belanja Barang dan Jasa ADD
- ATK ADD
- Honor ADD
- Konsumsi ADD
- Operasional Pemelinaraan Sarana ADL
PAMSIMAS




- Dperasional Warung Teknologl Tepat Guna

ADD

B T S ADD
FRE Belanja Modal ADD
- Timbangan Bayi ADD
- Timbangan Balita ADD
- Alat simulasi PKBN ADD
- Papan Data Sckretariat ADD
Ll | ADD
215 Bidang Tak Terduga ADD
LB - Kepiatan Kejsdian Luar Biasa ADD
215 Belanja Barang dan Jasa: ADD
= Honaor tim ADD
= Konsumsi ADD
- Obat-obatan
i, - . SO ADD
2|5 Keglatan. ... DD /faDD/
SUMBER LAIN
JUMLAH BELANJA DDfADD)/
SUMBER LAIN
SURPLUS / DEFISIT
a FPEMBIAYAAN DD/ ADD)
SUMBER LAIN
3|1 Penerimann Pernirogyoon
3|1 SILPA
3]l Pencairan Dana Cadangan
ali Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH |RP)
3|2 Pengeluaran  Pembiaiiiar DDJ/aDD/
SUMBER LAIN |
2|2 Pembentukan Dana Cadangan ADD
2 Penyertaan Modal Desa DD/ ADD
3 |2 Penycrtaan Modal BUMDes DD/ADD

JUMLAH | RP )

KEPALA DESA .....coiiiiiiiiiinnnnes

/{L BUPATI MUARA ENIL

MUZAKIR 5Al SOHAR



FORMAT E

REMCANA ANGGARAN BIAYA

DESA cossmswmmmmimmsss s KECAMATAN .....oovoorecmiiiiinnnnnmnaan,
TAHUN ANGGARAN ........coeeeees
1. Bidang R
2. Kegiatan R e
3. Waktu Pelaksanaan e s R e G e b

Rincian Pendanaan

[ nNo. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH
SATUAN (Rp.}
Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.]
................. Ctangeal o
Disetujuif mengesahkan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

Cara pengisian ;

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan wrutan kegiatan dalam APBDesa.

3. kolom 1 diisi dengan nomor urut

4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.

6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran uniuk membayar
arang/ barang

7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan 4,
/Q/BUP TI MUARA ENI
" U

&
% MUZAKIR SAI SOHAR



FORMAT F
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SFFP |

i) o2 T T —— KECAMATAN .......ociviiiniinnmenrinnnannrass
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang = I.cccieessssrssssssssse.
o Kemmban == 000 fessssdissteienieiie
3. Waktu Pelaksanaan © ...c.ocmmooommmernm

NO. URAIAN | PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN | JUMLAH CIET)
ANGGARAN 5D.YG SEKARANG SAMPAI DANA
LALU | SAATINI
(Rp.) Ep.) IEp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH R
................. RENEEAl s
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara
Petunjuk pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
Kolom 1 dengan nomor wrul.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatarn.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumiah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

CRNANALL

}Q— BUPAITT MUARA ENI

el

% MUZAKIR SAI SOHAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN
DANA DESA

TAHUN 2016
2016
PELAKSANAAN

LAMPIRAN REALISAS] PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP ... [.cceeeeens) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAHAN DESA ..coccsmmsarssrssssnnnss
EECAMATAN ......

EABUPATEN MUARA ENIM

ALOKASL

URAIAN

NOMOR &
TANGGAL
BUKTI
PENYALURAN

JUMLAH
PENERIMAAN

(DEBET)

JUMLAH
PENGELUARAN

_{SP20)
3

4

| PENDAPATAN

Pendapatan Transfer

IHIHP

Dana Desa

—
{

- TAHAP PERTAMA

- TAHAP KEDUA

¥

BELANIA BANTUAN KE DESA

L]

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan

~|

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

I

Pt

]

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan

i £ A

=]

Bidang Pembinaan

—

Kemasyarakatan

MMH"

M sesssnarrarrarrs e idFEIREISS

BENDAHARA DESA

Disetujui aleh,

KEPALA DESA




FORMAT G

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAR BELANJA

DESA ...oocrmvmmnrrsreransas RECAMATAN .....ocomiiiionimmrmmmnsesnsnsses
TAHUN ANGGARAN ................

Lo Bideang 0 sl st
o REMEIAN. 0 il

NO. PENERIMA LURAIAN JUMLAH

(Rp.]

1 2 3 1

|JT.J'MU&H (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..........................................................

Cara pengisian:

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan kilasifikasi kelompok belanja desa.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
AFPBDesa.

Kolom 1 disi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.

Kolom 2 ditsi dengan wraian keperfuan belanjo.

kaolom 4 diisi dengan jumlah belanja.

baris jumiah diisi jumlah keseluruhan.

HEmnAal e

/J—-—-BUPH MUARA ENI

U

MUZAKIR SAl SOHAR



FORMAT H

1. Buku Kas Umum

DESA ....
JUMLAH
No. | Tgl. | KODE REKENING URAIAN FENERIAAAN | FEHOELUARAN NO BUKTI PENGELUARAN BALDO
Rp) (Rp.) KOMULATIF
) ] [ 5 5 7 8 3
JUMLAH - BRI = R S S g e
................ BT T R
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom Idlwld&ngdﬂ namorurutpenenm kas uwupenwkmmn kas

Kolom 2 diisi d tanggal p kas atau peng kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom $ diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kohmﬁdus!dengun;wnlahmpmhpengemamnhus

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti tr

Kolom 8 diisi deng han 1 ",_ i kas
Koiomgdamdeﬂgdnmldom

sebelum d.'ltandalarlgum Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.



2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA . KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
................. tampeal-io e
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom ldiusi dengan nomor urut penenmaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diis1 dengan tanggal penernimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.




3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DEBA ...... T— KECAMATAN .......cocommmemsnimsnesvansmnens
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO.
FEMASUKAN PENGELUARAN
. s Buclieclfe 8 BUKTI TRANSAKSI SETORAN BUNGA BANK FENARIKAN | PAJAK | BIAYA ADMINISTRASI SALDOD
(Rp.} (Fp) Rp.] (®p,) (Bp) .
1 F] 3 4 5 6 Fd g ] J 1g
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI SRS
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
............. , tanggal .o.eeeeeeienns
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

.........................................

Corg Penaistan :
Kolom 1diisi dengan nomor wurut pemasukan dan pengeliarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi,

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.,

Kolom 7 diisi dengan pengetuaran jumlah penarikarn.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan salde Bank.



